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I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
Dinamika perkembangan informasi yang sangat tinggi mendorong pemerintah untuk 

menerbitkan peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Mengingat setiap orang 

memiliki hak untuk mendapatkan informasi, maka ditetapkanlah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan Undang- 

Undang tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan diikuti oleh 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik. 

 
Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa 

informasi pemilihan umum dan peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian 

sengketa informasi publik. Regulasi tersebut merupakan payung hukum bagi pemohon 

dan penyedia informasi dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID). 

 
Dalam rangka kemudahan akses informasi bagi masyarakat, ISBI Aceh terus berupaya 

untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik secara cepat, akuntabel, 

transparan dan efisien. 



II. STRUKTUR ORGANISASI PPID  

DILINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 

 
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berupaya memperkuat pelayanan informasi 

publik seraya berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik dan 

meningkatkan layanannya. Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pelayanan 

informasi publik, ISBI Aceh membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 

Nomor 025/IT11/HM/2021 (terlampir) tentang Penetapan Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (terlampir). Berikut struktur organisasi PPID ISBI Aceh.  
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Dalam keputusan Rektor tersebut menetapkan Wakil Rektor Bidang Non Akademik 

sebagai PPID Pelaksana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPID Pelaksana 

dibantu oleh Koordinator Umum. Humas dan Kepala UPT TIK sebagai PPID Pelaksana 

diunit masing-masing. PPID Pelaksana Universitas dalam hal ini dibantu oleh Pelayaan 

Informasi, Pengelola informasi dan dokumentasi, Ketua bidang penyelesaian sengketa 

dan Ketua bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta anggota 

 
Pejabat PPID yang telah ditunjuk dalam struktur organisasi di atas menjalankan tugas 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan ISBI Aceh. Pejabat PPID juga menjalankan fungsinya untuk : 

1. Menghimpun informasi publik di lingkungan ISBI Aceh. 

2. Menyampaikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di 

lingkungan ISBI Aceh. 

3. Melaksanakan uji konsekuensi informasi publik untuk masuk dalam kategori 

informasi yang dikecualikan. 

4. Menyediakan dan pemberian layanan informasi publik yang bersifat terbuka. 

5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi. 

 
Untuk memberikan kemudahan perolehan informasi publik, ISBI Aceh menetapkan 

Peraturan Rektor dalam Surat Peraturan Rektor Nomor 50/IT11/HK/2020 (terlampir). 

Untuk mendorong pemohon dalam memperoleh informasi, ISBI Aceh menyajikan alur 

permohonan informasi, penyampaian keberatan atas informasi, dan pengaduan yang 

tersedia di laman ppid.isbiaceh.ac.id. 



ISBI Aceh jgga mengeluarkan maklumat yang merupakan bentuk komitmennya dalam 

transparansi informasi publik, yang berbunyi: 

Maklumat Pelayanan  
 

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI  
DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
YANG BERLAKU”. 



III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 

 

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

ISBI Aceh memberikan layanan informasi publik di Bagian Umum dengan Subagian 

Hubungan Msayarakat dan Kerjasama ISBI Aceh yang berada di Jalan Transmigrasi 

No 1, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911. Untuk kemudahan 

dalam memberikan layanan, PPID difasilitasi dengan komputer, printer, akses 

internet, Air Conditioner (AC), lemari arsip, telpon genggam, meja layanan, kursi 

tamu, dan standing banner alur permohonan informasi. 

 

 
 

Foto 1. Meja layanan 

 

 

 

 



 
Foto 2. Ruang tunggu 1 

 

 

 

 
Foto 3. Ruang tunggu 2 

 
Layanan Informasi yang diberikan ada dua yaitu langsung dan tidak langsung. 

Layanan informasi langsung yaitu pemohon datang langsung ke bagian Humas 

untuk permohonan informasi. Adapun layanan informasi tidak langsung dapat 

diakses melalui aplikasi online, telepon, email, sosial media, media cetak maupun 

surat. Aplikasi online ISBI Aceh bisa diakses di ppid.isbiaceh.ac.id, Laman website 

berisikan informasi layanan yang telah diklasifikasi berdasarkan daftar informasi 

publik. Terdapat juga formulir pengajuan permohonan informasi, keberatan 

informasi, pengaduan publik dan lapor ISBI Aceh. 



  
 
 

 

 



 

ppid.isbiaceh.ac.id 
 
 
 
 



Selain daring, optimalisasi penyebaran informasi dilakukan melalui telepon selular. 

Pemohon dapat menghubungi call center Humas Unsyiah untuk permohonan 

informasi. Permohonan melalui surel dapat ditujukan ke humas.isbiaceh@gmail.com 

sedangkan permohonan melalui surat dapat dialamatkan ke Jalan Transmigrasi No 1, 

Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911. Waktu layanan yang 

diberikan Petugas informasi adalah setiap hari kerja Senin-Kamis pukul 08.00-16.30 

(istirahat pukul 12:30-13:30), sedangkan Jum’at pukul 08:00-17:00 (istirahat pukul 

12:00-13:30). 

 
 

2. INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PPID ISBI Aceh terus melakukan pengembangan laman dan inovasi layanan. 

Gebrakan-gebrakan baru selalu dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mengakses informasi publik di ISBI Aceh. Dengan teknologi yang 

terus berkembang, PPID ISBI Aceh turut menyajikan melalui  media sosial ISBI ceh 

seperti Facebook, Instagram dan Youtube. Hal ini akan memberikan kemudahan 

bagi pemohon khususnya dimasa pandemi karena tidak bertatap muka secara 

langsung dengan pemberi layanan. Turut membuka layanan melalui whatsapp. 

 

3. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI 

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID ISBI Aceh telah menetapkan 

sumberdaya manusia berdasarkan kualifikasinya. Adapun struktur pengelola PPID 

dapat dilihat pada Keputusan Rektor ISB Aceh Nomor 025/IT11/HM/20211 tentang 

Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

 
4. ANGGARAN PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI 
 

Untuk pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada RKAKL Yang 
dikelola oleh Humas ISBI Aceh. Anggaran terdiri dari biaya promosi dan biaya 
cetak.

mailto:humas.isbiaceh@gmail.com


IV. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID ISBI Aceh TAHUN 2020 
 

PPID ISBI Aceh tidak menerima permohonan informasi publik baik dari instansi 
pemerintahan maupun mahasiswa. Sehingga tidak ada Informasi yang diterima maupun 
ditolak. 
 

 

V. CAPAIAN PPID ISBI Aceh TAHUN 2020 

Capaian yang telah diperoleh PPID ISBI Aceh elama tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan ruang dan meja layanan informasi publik 

2. Pemutakhiran laman PPID 

3. Standard Operating Procedure 

4. Sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan ISBI Aceh 

5. Penetapan SK Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
 

 

VI. Kendala yang dihadapi 

1. Beberapa data dari unit kerja tidak lengkap 

2. Terbatasnya pemahaman terkait Informasi Publik 








